
 
BUPATI BUTON SELATAN 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
NOMOR :    8   TAHUN  2015 

 
TENTANG 

 
PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BUTON SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa Kabupaten Buton Selatan dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara, maka dalam rangka mengenang 
sejarah perjuangan dan ungkapan rasa syukur 
masyarakat Buton Selatan perlu menetapkan Hari Ulang 
Tahun Kabupaten Buton Selatan; 

b. bahwa penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton 
Selatan adalah sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi 
daerah yang dapat berperan sebagai faktor pendorong 
dan pemersatu masyarakat dalam peningkatan 
pembangunan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan  tentang 
Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Nomor  4438);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Salinan 



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5563); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

 

 

 

 



 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN 
 

Dan 
 

BUPATI BUTON SELATAN 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN 
TENTANG PENETAPAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN 
BUTON SELATAN 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan . 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Hari Ulang Tahun adalah hari peringatan sebagai momentum sejarah 
atas perjuangan masyarakat dalam mendukung suksesnya 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 
BAB II 

HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON SELATAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Ulang Tahun Kabupaten 
Buton Selatan adalah pada tanggal 9 Oktober 2014, ditandai dengan 
Pelantikan Pejabat Bupati yang secara simbolis menjadi awal berjalannya 
administrasi dan penyelenggaraan roda Pemerintahan di Daerah. 

 
BAB III 

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON SELATAN 

Pasal 3 

(1) Pada tanggal 9 Oktober disetiap tahunnya, Pemerintah Daerah beserta 
masyarakat dapat memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Buton 
Selatan. 

(2) Tata cara memperingati Hari Ulang Tahun Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 
 



 
 

BAB IV 
TEMA HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BUTON SELATAN 

Pasal 4 

(1) Dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah, Bupati menetapkan 
suatu tema yang dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan 
masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan 
memperkuat jati diri Daerah serta jati diri masyarakat Kabupaten 
Buton Selatan. 

(2) Tema yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Selatan. 

 
Ditetapkan di   Batauga 
Pada tanggal   28 Oktober 2015 

 

Pj. BUPATI BUTON SELATAN, 
 
 

Cap/Ttd 
 
 

MUHAMMAD FAISAL 
 

Diundangkan di Batauga  
Pada Tanggal    28 Oktober  2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, 
 
 
Cap/Ttd 
 
Z A K I R 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2015 
NOMOR :  8 
 
 


